GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 62 TAHUN 2007
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada
Perusahaan Daerah dilakukan dalam rangka penguatan struktur
permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kapasitas usaha dan Pendapatan Asli Aceh:

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu  adanya penyesuaian
penambahan jumlah modal dasar pada PD. BPR Mustagim
Sukamakmur dari Rp 30.000.000.000,- (tiga_puluh miliar rupiah),
menjadi Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), sehingga
Peraturan Gubernur Nan, roe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun
2007 tentang Perusahaui Dacrah Bank Perkreditan Rakyat (PD.
BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimaksud perlu
diubah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun
2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.
BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- Undang-Undang No: r 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Fr sinsi Atieh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Provinsi 51 matera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 | 'mor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor | 103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negr -a Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Repu ik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31
Tambahan Lembarar, Neypara Republik Indonesia Nomor 3472)

—_—

Mengingat

sebagaimana telah diuhh dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun' 1998 te Pc 1bahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 ; Puorbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tai. 8 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiu .voemor 3790);

4. Undang-Undang Nomo » Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Rz, lil- Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,

Tambahan Lembaran N sa Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah div ba, | b verapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 T ,.n 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti U. ‘ang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan K:.dua s Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank In'one Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik 1 .d L. Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Ripubilik 1 1donesia Nomor 4962);

9%:. 3. Undang ..../2
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10.

Il

12,

13.

14,

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah be%erapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3504);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang
Bank Perkreditan Rakyat:;

Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Acch pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 62 TAHUN
2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT (PD. BPR) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun
2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.
BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Nanggroe
Acch Darussalam Tahun 2007 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8 .../3
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Pasal 8

(1) Modal Dasar PD. BPR Mustagim Sukamakmur ditetapkan
menjadi Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

(2) Dihapus.

(3) Modal PD. BPRM Sukamakmur terdiri atas saham-saham.

(4) Nilai nominal setiap saham ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah).

(5) Penyertaan Modal PD. BPRM Sukamakmur dimungkinkan dari
pihak ketiga dengan ketentuan bahwa mayoritas suara,
kebijakan dan kendali operasional tetap dimiliki oleh Pemerintah
Aceh.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, _ 16 Jumi_ 2015
23 Syaban B

4 GUBERNUR ACEHN
(nel Moy,

ZAINI ABDULLAH
Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 17 Juni 2015
30 Syabanl436

%EKRETARIS DAERAH ACEH;

R

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 35
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